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KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 12/HK.03.1-Kpt/3471/KPU-Kot/ViIl/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA.

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka Implementasi Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona
Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu membentuk Tim
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota
Yogyakarta.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta ini adalah :
UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan
Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (LN Rl Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan LN RI Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahu 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu
2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4150); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LN RI Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan LN Rl Nomor 6109); Peraturan Presiden Nomor
81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 — 2025;
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang
Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim
Reformasi Birokrasi Nasional, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pelaksanaan  Program Manajemen Perubahan; Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas
dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813)
sebagaimana  telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan
Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih
dan Melayani di Lingkungan Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 671); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi



CATATAN : -

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 442.

Dalam Keputusan  Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta

Nomor 12/HK.03.1-Kpt/3471/KPU-Kot/VIII/2021 diatur tentang :

Menetapkan sebagai berikut: 1 . Membentuk dan menetapkan Tim
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota
Yogyakarta, yang terdiri dari: I. Tim Pengarah; Il. Tim Kerja: a.Tim Manajemen
Perubahan; b. Tim Penguatan Tata Laksana; c. Tim Penataan Manajemen
Aparatur Sipil Negara; d. Tim Penguatan Pengawasan; e. Tim Penguatan
Akuntabilitas Kinerja; f. Tim Penguatan Pelayanan Publik.

Keputusan KPU Ini Berlaku Sejak Tanggal Ditetapkan Tanggal 26 Agustus 2021.
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta
Nomor 12/HK.03.1-KPT/3471/KPU-Kot/VIII/2021 tentang  Pembentukan Tim
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota
Yogyakarta terkait dengan Pembentukan dan tugas masing-masing Tim
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota
Yogyakarta.

Lampiran 3 halaman.



